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BUPATI SUMBIT BARAT
PROVINSI NUSA TENIGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH I{ABU'PATEN SUMBA BARITT
noMoR 7 rA[fiUN 2015

TENTAI{'G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAETTAH XABUPATEN SUTVIBA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2O11 TENTANG R$TRIBUSI PER.IZINAN' TERTENTU

),lenimbang

DENGAN RAHMAT TUHAII YANG MAHA ESA

, BUPATI SUMBA, BARAT,

bahwa dengan adanya penjngkatan pertumbuham perekonomian
yang terjadi diberbagai sektor dan indeks harga yang terus
mengalami perubahan, perlu melakukan perubathan pengaturan
terhadap jenis dan besaran tarif retribus;i perizinan tertentu;
bahwa besaran tarif peri:irinan tertentu yang Lelah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten sumba r3arat Nomor 22
Tahun 2orl tentang Retrihusi Perizinan Tertentu, perlu ditinjau
kembali;

bahwa berdasarkan perl.imbangan sr:bagainrana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
sumba Barat Nomor 22 Tahun zoll tentang Retribusi perizinan
Tertentu;

l"l:rgrngat: i. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar N'egara Republik
Indonesia Tahun 1945;

undang-undang Nomor 69 Tahun 19s8 tentang pembentukan
Daerah- daerah Tingkat II dalam wilayah DaerahL-daerah Tingkert
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republi.lr Indonesia Tahun 1gs8 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimanaL telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang undang Nomor g Tahun 201s tentang
Perubahan Kedua Atas und ang - Undang Nomor 23 Tahun 2aru
tentang Pe merinta-tran Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nonror 58. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No=cr 55791:

b.

c.

2.

3.



L-rciang-Unciang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah
dan Retn'ousi Daerah ( Lermbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo9 Nomor 130, Tambahan Lembaran lvegara Republik
Indonesia Nomor 50a9 );

undang-undang Nomor 2Ij, Tahun 2o14 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran NegarrL Republik Indonesia Tahun 2al4
Nomor 244, Tambahan Lr:mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan undang-undang Nomor g rahun :lots tentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 lrlomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56T9);

Peraturan Daerah Kabu6raten Sumba Bara.L Nomor 22
Tahun 2011 tentang Retrtbusi perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten sumba Barat Takrun 2all Nomor 22,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten sumba Barat
Nomor OO39)

Dengan Persetuju;e.n Bersama

DEWAN PER\MAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUM]3A BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUShIAN :

I'1::TCTAPKAN: PERATURAN DAERAH TBNTANG PERUBAT{AN ATAS PBRATURAN
DAERAH I(ABUPATEN SUMT}A BARAT NOMOR 

'I2 
TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PERIZI NAN TERTtrNTU.

f,.

6.

Pasal I

?:;e:-apa ketentuan dalam peraturan Daerah Kabupaten Siumba l3arat
r:.-rrn 2011 tentang Retribusi perizinan Ter.tentu (Lembaran Daerah
s*::::a Barat Tahun 2a1r Nomor 22, Taml:ahan Lemba:ran Daerah
S .-:.ra Barat Nomor 0O3g) diubah sebagai herikut:

Nomor 22
Kabupaten
Kabupaten

Ketentuan Pasal 14 ayat {3) diubah sebagai berikut:
(3). Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikelompokan dalam golongan sebagai berikut:
a. minuman beralkohol golongan A adalah rninuman yang

mengandung etil alkohol atau etanol {C2HSOH} dengan kaaar
s'rnpai dengan 57o (lirna perseratus);

b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang
mengandung etil alkohol atau etanol (CZHSOH) dengan kadar lebihdari 5% 0ima perseratus) sampai dengan zoq, {dua puluh
persratlrsli dan



c- minuman beralkotror gorongan c adalah minuman yang
menqandung etil atkohol atau etanol (c2HSoH) dengan kadar lebihdari Zao/o (dua puluh perserafus) sampai dengan ssyo (lima puluh
lima perseratus).

Pasal 10

- Struktur dan besaran tarif retribusi
Lampiran I, dan merupakan bagian
Daerah ini.

minuman beratrkohol tercantum d,alam
y^ang tidak terprisahkan dari peraturan

Pasal 4 l

: Struktur dan besaran tarif retribusi izin usaha peril<anan tercantum dalam
Lampiran II, dan merupakan bagian ]rang tidak terpisahkan dari peraturan
Daerah ini.

.-::aturan Daerah ini

Pasal In

. mulai berlaku pada tanLggal diundangkan.

mengetahuinya, meme,j^intahkan peiagundangan peraturan
penempatannya daiam Lembarern Daerah Kabupaten

.*it- setiap

-,.lah ini
: *::rba Barat.

orang
dengan

Dite kan di lA/aikabubak

- , -.rdangkan di Waikabubak
r: t& tanggal, 23 Desember 2015

DAERAH
SUMBA BARAT,

..]'13.{RAN DAERAH L{BUP.{TEN SUMBA I]ARAT TAHUI\{ 2015 NOMOR 7.

?.G FERATUR{\ DAER{IJ LA,BUPATE:{ SUN.IBA BARAT, F'ROVINSI NUSA-:l iGlR{ TI\,IUR N9 21,.5

t
v

sember 2015
IUARAT, 

/

K/I.RUGU LIMU



PENJEI.ASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH IGBUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 7 ?AHUN 2015TEIVTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN*UMBA BARAT NoMoR 22 TAHUN 2o1l isnmn*c RETRIB,*T 

'ERIaNANTERTENT', -^-*.-r.r u!

I. UI,iUM

Perkembangan dunia usaha yang cukup pesat di Kabupaten sumba Barat,yang ditandai dengan maraknya usaha*usaha pada segara Lid^rrg, begitu purafugan usaha penjuaran *ir.rr*r', berkadar akohol, pengaturan peqjulan dan.reEibusi minurnan berakhol y':g.Pl* diatur pada peratulan Daerah Nomor 22Tatrun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sudah tidak sesuai ragi denganperkembangan saat ini' sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap tempatffiH?ffi"Jjffi1?:*:J*:ffi*' usaha di bidang perikan* p"ii,

tr. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

' ] ]''BAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATJDN SUMBA BARAT NOMOR OO55



-:"]'f P^ar":{ ^ Paa:-l-R-r,-\ l-dERr.!1 L{tsUp-{TF\ SU\1BA BAR{T
'l\trOR : i T.r.iJU\2'.J-5

- :.-.iGGAL .. 22 DESEMBER 20 15

:.\TANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMBA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETR.IBUSI
PERIZINAI\ TERTENTU

-:TRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BtrRALKOHOL :

:

Objek Izin Luas Tempat
Penjualan

Jenis/
Gonongan
Minuman

Tarif
(Rp) per 1

(satu) tahun

Penlualan pada
Hotel

- lOm2
> 2l rn'2 ke atas

A
B
C

A
B
a,

A
B
U

1.320.000,-
1.980.000,-
2.640.000,-

1.440.000,-
2.16A.AOA,-
2.880.000,-

Barl Diskotik/ Kara oke I
Klub Ma,lam

>1-1t.") m2

> 11 - :,,10 m2

> 20 m.'r ke atas

A
B
C

A
B
C

A
B
C

i.320.000,-
1.990.000,-
2.640.OOO,-

1.440.000,-
2.160.OOO,-
2.880.0OO,-

2.284.AAO,-
3.420.000,-
4.560.000,-

Super Market, Restoran lCafe,
Toko/Kios Eceran.

>1-1fim2
> 11 - :JO m2
> 20 m:r ke atas

A
f\

A

1.500.000,-
1.800.000,-
2.160.000,-

YL L{RUGU LIMU

5

11-;0m2

1.200.000,-1.800.000,-2.400.000,-



PERj, t UR-d\ DAER.\, iiABUp,{TE-\ SU},18A BARAT
7 TAHUN 20 15

22 DESEMBER 2015
PERUBAHAN 

- 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

:Hl3ft,^?^ff_r""{,?X " " Ir" io, u N 2 o ii r pirA N G REr Rr B u s r

: TTRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 
:

i.:i:i iXf#Tta 
Perikanan (SIUp) ditetapkan sebessrr Rp. soO.ooo per 1

Surat Izin penangkapan Ikan (SIpq dit,etapkan sebagai berik.ut :

Per - GT

Surat Izin Usaha.perikanan (SIUp) Buclidaya Ikan :- Muriara ditetapka" r.u*.;.; ioo.*oo p..irlir. per 1 (satu) tahun .

ri:ffiil,1,1;1""*u"t Ikan (SIKPI) ditetapkan sebeszrr Rp. s.0o0 per Gr per

Jenis kapal jka" ("1"t
tangkap) Tarif (Rp) rc,

(satu) tahun

+&aLqrqtilP".C s.t""
Gill Net

Per -. GT

Per - GT

Pancing :

- Xalvai /Long Line ;- Pole and Line- Pancing Lainnya

10.000
7.500
5.OO0

Perangkap:


